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Abstract: Analysis of the Budget Oversight by Parliament. This study aims to analyze the
budgetary oversight by DPRD Kampar Regency Year 2009-2010. The method used in this paper is
adescriptive qualitative research methods. The authors collected data from multiple sources of
research books, encyclopedias, journals and interviews with informants of the study. The results
showed the budget oversight by DPRD Kampar Regency Year 2009-2010 shows that the
implementation of the budget year 2009-2010 oversight by DPRD Kampar district has not been
carried out effectively, because only political and not technical supervision for constituencies
tend to promote or support base for political purposes them in the future.

Abstrak: Analisis Pengawasan Anggaran oleh DPRD. Penelitian ini bertujuan menganalisis
pengawasan anggaran oleh DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2009-2010. M etode yang digunakan
dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penulis mengumpulkan data
penelitian dari beberapa sumber buku, ensiklopedia, jurnal dan wawancara mendalam dengan
informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan anggaran oleh DPRD K abupaten
Kampar Tahun 2009-2010 menunjukkan bahwa pel aksanaan pengawasan anggaran tahun 2009-
2010 oleh DPRD Kabupaten Kampar belumlah berjalan dengan efektif, karena hanya bersifat
politis dan bukan pengawasan teknis karena cenderung mengutamakan daerah pemilihan atau

basis dukungan untuk kepentingan politik mereka di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Good corporate governance, perusahaan daerah, dan kinerja

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 293 dan
343 ayat (1) huruf c menyatakan bahwaDPRD
Proving/ Kabupaten/ Kotamempunyai tugasdan
wewenang mel aksanakan pengawasan terhadap
pel aksanaan peraturan daerah dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah Provinsi/Ka-
bupaten/K ota. Hal ini merupakan penegasan
bahwatugas dan wewenang DPRD adalah me-
laksanakan pengawasan terhadap pel aksanaan
APBD Provins/ Kabupaten/ Kota.

DPRD K abupaten Kampar sebagai lemba-
gapolitik yang memiliki fungsi pengawasan
dalam pengel ol aan keuangan daerah merupakan
bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat
strategisdan bukan pengawasanteknisadminis-
tras. Hd inilahyang membedakanfungs penga
wasanyang dilakukan oleh DPRD secaraumum
maupun DPRD Kabupaten Kampar secara
khusus dengan lembagalain seperti BPKP, In-
spektorat Daerah dan lainnya. Fungsi penga-
wasan DPRD lebih bersifat politis, yang para-
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meternyaadalah PKPD yang ditetapkan tiap
tahun berdasarkan Rencana Program Jangka
Menengah Daerah (RPIM D) yang merupakan
formalisas penjabaranvis danmisi atau janji
politik kepal adaerah dan wakil kepaladaerah.

Berkaitan dengan politik anggaran tahun
2009-2010, pelaksanaan fungsi pengawasan
yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kampar
terdapat bebergpafenomena ggaa-ggdayang
diformul asikan dalam beberapapermasa ahan.

Pertama, kondis faktual bahwasebagian
besar anggota DPRD Kampar periodeini di-
dominas oleh wajah baru, yang dipilih dan
diangkat dari partai-partai pemenang pemiluyang
mempunyai latar belakang pendidikan dan pe-
kerjaan yang berbeda sebel um menjadi anggota
DPRD, sehinggaketikadipilihmenjadi anggota
dewan, keterbatasan pengetahuan dan penga-
lamanini akan menjadi kendaladalam mel ak-
sanakanfungs pengawasan.

Kedua, lemahnyafungs pengawasanlegis-
latif merupakan faktor yang mempengaruhi ki-
nerjalegidatif terhadap eksekutif. Pengawasan
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keuangan daerah yang dil akukan oleh dewan
dipengaruhi oleh sistem dan individu secara
pribadi. Dalam penyusunan APBD tahun 2009-
2010terjadi karenakelemahan sstem politiknya
ataupunindividu sebagai pelaku politik.

Ketiga, secarapolitis sesuai dengan sema-
ngat otonomi daerah, makatelah terjadi pula
berbagai perubahan yang mendasar dalam
pengaturan pemerintahan daerah termasuk di
Kabupaten Kampar. Lemahnyapenataan ddam
pengawasan pengelolaan keuangan daerah,
karenatidak diikuti oleh mangjemen keuangan
daerah yang tertib dan mengikuti prinsp-pringp
akuntang.

Keempat, setiap pemeriksaan dari Badan
PemeriksaK euangan (BPK) RI, terhadap audit
anggaran KerjaSatuan K erjaPerangkat Daerah
(SKPD) daerah selalu dengan catatan wajar
dengan pengecudian yang manahd ini menun-
jukkan pengawasan pengelolaan keuangan
daerah oleh DPRD tidak berjalan dengan
optimal. Sebab jika catatan dari BPK RI me-
nunjukkan wajar tanpa pengecualian, daerah
akan mendapatkan suntikan (insentif) danadari
Pusat sgjumlah 25-30 Milyar pertahunnya.

Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah
Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban K euangan Daerah.
Pengawasan atas pel aksanaan APBD dilakukan
0leh DPRD. Di sampingitu KepdaDaerah me-
ngangkat pe abat yang bertugas mel akukan pe-
ngawasaninterna pengel olaan keuangan daerah.
Pemeriksaan atas pel aksanaan pengelolaan dan
pertanggung jawaban keuangan daerah dila-
kukan sesual dengan perundang-undanganyang
berlaku (Tarmidji, 2002).

KinerjaDPRD daam mel aksanakan peran
danfungsnyasebaga anggotadewan tergantung
kepada kompetensinya. Adapun hal-hal yang
mempengaruhi kinerjaDPRD dalam penelitian
ini dilihat dari sudut pandang individu anggota
dewan. Pengertian kinerjaddam suatu organisas
merupakan jawaban dari berhasi| atau tidaknya
tujuan organisas yang telah ditetapkan. Juli
Panglimasaragih mengemukakan bahwakinerja
(prestasi kerja) adalah suatu hasil kerjayang
dicapal seseorang dalam mel aksanakan tugas-

tugasyang dibebankan kepadanyayang didasar-
kan atas kecakapan, pengalaman, dan kesung-
guhan sertawaktu (Saragih, 2003). Menurut PP
No. 58 Tahun 2005 tentang Pengel ol aan K eua-
ngan Daerah, kinerjaada ah keluaran/hasi| dari
kegiatan/program yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran de-
ngan kuantitas dan kualitasyang terukur.

Pengel olaan dan pertanggungjawaban ang-
garan keuangan daerah merupakan salah satu
perhatian utama para pengambil keputusan di
pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun
daerah. Sgjalan dengan hal tersebut, berbagai
perundang-undangan dan produk hukum telah
ditetapkan dan mengalami perbaikan atau pe-
nyempurnaan untuk menci ptakan sstem penge-
|olaan anggaran yang mampu memenuhi berbaga
tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu ter-
bentuknya semangat desentralisasi, demok-
ratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan pada
umumnya dan proses pengelolaan keuangan
daerah. Secaragarisbesar, pengel olaan (mana
jemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi
duabagian, yaitu mangemen penerimaan daerah
dan manajemen pengel uaran daerah (Syahrir,
2004).

Untuk menghadi|kan struktur anggaranyang
sesuai dengan harapan dan kondisi normatif
tersebut, makaAPBD yang pada hakekatnya
merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuandan
sasaran Pemerintah Daerah sertatugas pokok
dan fungsi Unit Kerja harus disusun dalam
struktur yang berorientasi pada suatu tingkat
kinerjatertentu. Artinya, APBD harusmampu
memberikan gambaran yang jelas tentang
tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai
sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan
fungs pokok sesuai dengan kondisi, potensi,
aspiras dan kebutuhanriil di masyarakat untuk
Suatu tahun tertentu.

Dengan demikian alokas danayang di-
gunakan untuk membiayal berbaga programdan
kegiatan dgpat memberikan manfaat yang benar-
benar dirasakan masyarakat (value for money)
dan kepuasan publik (public satisfaction)

sebagal wujud pertanggungjawaban penydeng-
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garaan pemerintahan dan pelayanan yang ber-
orientasi pada kepentingan publik (public
accountability) dapat dicapai.

Peran DPRD dalam pengawasan pengel o-
laan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
adal ah kapasitas yang dimiliki oleh anggota
dewan dalam melaksanakan kegiatan atau
tindakan pengawasan terhadap penggunaan
APBD dengan kuantitas dan kualitasyang ter-
ukur yang didasarkan atas kompetensi, pen-
didikan, pengalaman, dan pengetahuan yang
dimiliki oleh anggotadewan tersebut. Tugasdan
fungs DPRD bahwatugasutamabadan Legidatif
adalah di bidang perundang-undangan, me-
nentukan policy (kebijaksanaan) dan membuat
undang-undang, termasuk mengadakan aman-
demen terhadap perundang-undangan yang
digjukan oleh Pemerintah dan hak budget serta
mengontrol badan-badan eksekutif agar semua
tindakannyasesuai dengan kebijaksanaan yang
telah ditentukan.

Apabilafungs pengawasan tersebut tidak
sejalan sebagaimana mestinya atau tidak di-
gunakan secara optimal, hambatanya dapat
dicari padafaktor situasi dan kondisi daerah.
Mungkin pulakeemahaninterna di DPRD yakni
masalah kualitas SDM, atau nilai budaya
masyarakat setempat, yang menyebabkan para
anggota DPRD menghadapi hambatan psiko-
logisuntuk menggunakan pengawasan tersebut
secara optimal. Proses implementasi peran
pengawasan dapat di pengaruhi tigafaktor yakni
organisas, struktur birokrasi, sertasumber daya
manusa

Mélihat besarnyatanggung jawab dan peran
DPRD tentunyaharusbersinergi dengan peran
pemerintah daerah dalam mengolah semua
sumber dayadaerah untuk kemakmuran rakyat
dan pembangunan fisk daerah. Pencitraan suatu
daerah yang bernilal positif tidak akan mudah
tercapal tanpadibarengi dengan suatu konsep
pembangunan dan pemerintahan yang kuat oleh
karenadidukung oleh peran Lembaga DPRD.
Pada dasarnyadengan otonomi daerah, peme-
rintah daerah diberi peran lebih luas dalam
mengolah sumber dayaa am danfisca sehingga
reformasi penyelenggaraan pemerintahan di

daerah harusdipahami sebagai suatu perubahan
ke arah perbaikan serta mengacu pada Self
Regulating Power, Self Modifying Power,
Lokal Political Support, Financial Recaurces
dan developing Power.

Oleh karena itu, dengan meningkatnya
jumlah anggaran yang dikeloladi daerah perlu
dibarengi dengan peningkatan kemampuan daam
mengol ah keuangan di daerah. Sebab dengan
membengkaknyaanggarandi Pemerintah Daerah
bilatidak diikuti dengan pengel olan keuangan
yang memadai tidak tertutup kemungkinan akan
menyuburkan praktik KKN di daerah. Untuk
meningkatkan kualitas dan kemampuan penge-
|olaan keuangan di daerah diperlukan peran akiif
secaraterus menerusantaraK epaladaerah dan
DPRD.

Pendlitianini bertujuan mengandisispenga-
wasan anggaran olen DPRD Kabupaten Kampar
tahun 2009-2010.

METODE

M etode yang digunakan dalam tulisanini
adalah metode penelitian kualitatif deskriptif
dengan mengedepankan hasil wawancaradan
observas pendliti terhadap objek pendlitian. Pe-
nulismengumpulkan datapenditian dari bebergpa
sumber buku, ensiklopedia, jurna dan wawan-
caramenda am denganinforman penditian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Pengawasan Anggaran

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh
DPRD Kabupaten Kampar tahun 2009-2010
mulai dari tahap perencanaan anggaran, pem-
bahasan anggaran, pel aksanaan anggaran hingga
evaluas (pelgporan).

1. Pengawasan Perencanaan

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh
DPRD Kabupaten Kampar tahun 2009-2010
Saat perencanaan, dilakukan olen DPRD Kabu-
paten mula dari padape aksanaan musyawarah
rencana pembangunan desa (musrenbangdes)
yang dilakukan ditingkatkan Desadan Kelura:
han. Dilanjutkan dengan Musyawarah rencana
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pembangunan kecamatan (M usrencam) tingkat
kecamatan dan musyarawah rencana daerah
(Musrenbangda) di tingkat K abupaten Kampar.

Pel aksanaan M usrenbangdeshinggaMus-
renbangdaini merupakan sal ah satu program
kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) yang dilakukan setiap tahunnya.
DimanadadamMusrenbangini sddudiikuti gpa-
ratur pemerintah di setigp tingkatan, tokoh mas-
yarakat juga melibatkan anggota di DPRD
K abupaten Kampar di daerah pemilihan masing-
masing.

Sdah satu cara untuk mensiasati bagaimana
anggota DPRD tetap berperan dalam Musren-
bangdesini adalah dengan caramemilah-milah
desayang menjadi basisdukungan mereka saat
pemilu. Anggota DPRD akan cendrung meng-
ikuti musrenbandesdi desadimanabanyak pen-
dukungnya (konstituennya). Hal ini jugadalam
upaya memenuhi janji-janji politik mereka.

Hanyasgja di tingkat Kecamatan tingkat
kehadiran anggota DPRD dalam mengikuti
Musrenbangcam lebih tinggi dari kehadiran
merekadi Musrenbandes. Hanyasgjadari pan-
tauan penulis saat pel aksanaan Musrenbancam
tidak jugaseluruh anggotaDPRD bisaberpar-
tisgpas. Seperti di Kecamatan Bangkinang yang
masuk dalam wilayah Dapil Kampar V, mes-
kipundi Dapil V ini ada10 orang anggotaDPRD
tidak seluruh anggota DPRD yang bisa hadir.
Mereka yang hadir hanya anggotaDPRD yang
memiliki basis dukungan kuat di Kecamatan
Bangkinang.

Kemudian tingkat kepedulian anggota
DPRD Kabupaten untuk mengikuti agenda
musrenbang ini bervarias. Bahkan di Musren-
bangdatingkat Kabupaten Kampar sekalipun,
cenderung tidak seluruh anggota DPRD Kabu-
paten Kampar yang bisahadir. Hal ini disebab-
kan karena memang tingkat kepedulian anggota
DPRD terhadap pel aksanaan Musrenbang ini
bervarias. Adamerekayang tingkat kepedulian
mereka tinggi disebabkan rasa tanggung jawab
yangtinggi terhadap masyarakat dan ada yang
terjadi sebaiknya.

Sdanitumereka lebih cendrung sukamasuk
di tengahjaan. MaksudnyaanggotaDPRD tidak

sukaberlamalamameaui prosespenganggaran
itu yang dimulai dari perencanaan. Tapi mereka
lebih sukamewarnai anggaran itu saat pembaha:
san RAPBD Kabupaten Kampar di lembaga
DPRD Kabupaten Kampar.

2. Tahap Pembahasan

Pada tahap pembahasan merupakan tahap
yang memang seldu menjadi perhatian anggota
DPRD Kampar baik itu ditingkat Komisi mau-
pun di Badan Anggaran. Di tahap ini banyak
anggota DPRD K abupaten Kampar yang me-
masukkan usulan kegiatan mereka yang berasd
dari daerah pemilihanmasing-masing. Apdagi di
saat ini banyak anggota DPRD Kabupaten
Kampar yang menerimaproposal atau aspiras
dari masyarakat untuk dianggarkan di RAPBD
Kabupaten Kampar.

Usulanituadayang memang diantarkanoleh
masyarakat ke masing-masing anggota DPRD
K abupaten Kampar. Adanyausulan yang dibawa
anggotaDPRD yang berasal aspiras masyara
kat saat anggota DPRD melakukan resesdi dae-
rah pemilihan masing-masing. Aspirasi yang
ditangkap oleh anggota DPRD Kampar diper-
juangkan saat pembahasan RAPBD Kabupaten
Kampar.

Keuntungan dengan taktik yang dilakukan
anggota DPRD Kampar dengan masuk di tengah
jdanini adalah daerah (desaatau kecamatan)
yang menjadi basis dukungan salah seorang
anggota DPRD Kabupaten Kampar akandiun-
tungkan karenaanggota DPRD yang memiliki
dukungan cukup kuat disana akan mendapat
jatah kue pembangunan berlimpah.

Keemahannyaaddahyangterjadi sebaik-
nya. Bagi Desaatau K ecamatan yang tidak men-
jadi basis dukungan salah seorang anggota
DPRD, makaakan rugi karenacendrung anggota
DPRD yang akan memperjuangkan sedikit.
Cendrung anggota DPRD akan |ebih memper-
juangkan kampong halamannyaatau dimana
bas sdukungan kuat.

Denganpolameasuk di tengeahjdanini, memang
kelemahannya pengawasan tidak bisamenye-
luruh karena masing-masing anggota DPRD
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berusahauntuk memperjuangkan daerah pemili-
han masing-masing untuk kepentingan politiknya
di masayang akan datang. Merekayang ber-
juang seperti ini adal ah mereka yangmasihingin
untuk berkarir di jalur politik baik itu ditingkat
K abupaten maupun yang lebih tinggi seperti di
tingkat Proving.

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Tahap pel aksanaan anggaran merupakan
fase dimanaanggota DPRD terjun kel gpangan
mel akukan monitoring pelaksanaan proyek. Mo-
nitoring ini kebanyakan juga dilakukan oleh
anggota DPRD di daerah pemilihan masing-
masing. Meskipun anggotaDPRD turunke lgpa
ngan atasnamakomid tapi masing-masing ang-
gota DPRD cenderung akan lebih memper-
hatikan kegiatan yang memang iaperjuangkan
sebelumnyadi daerah pemilihan masing-masing.
Terkecudi misdnyaadal gporan masyarakat ten-
tang kondisi suatu proyek makabagi anggota
DPRD yang merasaterpanggil untuk menyelesa-
kan persoalan ini makamerekaakan turun.

K emudian adakel emahan anggota DPRD
kadang anggotaDPRD hanyabersfat menunggu
dalam pengawasan terutama padatahap pel ak-
sanaan proyek. Sehinggatidak jarang terjadi
begitu usulan proyek sudah masuk ddamAPBD
dengan susah payah, tapi saat pel aksanaan tidak
bisaberjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Rumitnyalagi kesa ahan proyek itu baru diketahui
beberapatahun kemudian. Lembahnyapenga
wasan anggota DPRD jugamerupakan salah
satu penyebab proyek tidak sesual denganyang
diharapkan. Oleh sebab itu pengawasan DPRD
akan menjadi penting. M eskipun pengawasan
anggota DPRD bukan secarateknistapi dengan
tingginyapengawasan DPRD akan membawa
dampak kepada keberhasilan pembangunan.

Hanya sgja saat itu pengawasan anggota
DPRD belummaksma. Hal ini disebabkan ka-
renatidak semuaanggotaDPRD fokus pada
kerjanyasebagal anggotaDPRD tapi juga me-
miliki usahalain sesuai dengan latar belakang
mereka. Demikianjugamerekajugabanyak di-
sibukkan dengan kegiatan di partai.

4. Tahap Evaluas (Laporan)

Padatahap evaluas atau laporan adaah di-
mana saatnya kepal a daerah menyampaikan
Igporan keterangan pertanggungjawaban (LK PJ)
di hadapan DPRD Kabupaten Kampar. Sesuai
dengan aturannyapadasaat LPKJini, posis
menolak atau menerimalaporan pertanggung-
jawaban Bupati danWekil Bupati, DPRD hanya
membahas |aporan keterangan pertanggung-
jawaban tersebuit.

Dengan aturan yang adasaat ini, dimana
DPRD tidak padapadaposisi menerimaatau
menolak LK PJpadadasarkan bisamelemahkan
DPRD sebagai lembaga pengawas. Berbeda
dulunya yang dikena dengan namaL PJ seperti
padatahun 2000 misalnya, adakekhawatiran
KepaaDaerah kalau LPJ nyaditolak. Dengan
kondis demikian posiss DPRD semakin kuat.
Kedemahannnya, seringkdi penyampaikan LPJ
in menjadi dat untuk menggertak kepaadaerah.
Namun dengan adanyaidtilah LKPJsaat ini, ter-
kesan peran DPRD dalam pengawasan mele-
mah. Namun demikian DPRD masih bisame-
nyampaikan kritikan terhadap LK PJ.

DPRD Kabupaten Kampar sebagal lemba
gapolitik, fungs pengawasan secaraumumyang
dijalankan lembagaini merupakan bentuk pe-
ngawasan politik yang lebih bergfat strategisdan
bukan pengawasanteknisadminidras. Hd inilah
yang membedakan fungsi pengawasan yang
dilakukan oleh DPRD dengan lembagalain se-
perti BPK, Bawasda, Inspektorat Daerah dan
lainnya. Fungs pengawasan DPRD |ebihbergfat
palitis, yang parameternyaada ah PKPD yang
ditetapkan tiap tahun berdasarkan Rencana
Program JangkaMenengah Daerah (RPIMD)
yang merupakanformaisas penjabaranvid dan
mis atau janji politik kepaladaerah dan wakil
kepaladaerah ketika berkampanye.

Hambatan-hambatan yang Ditemui dalam
Pelaksanaan Pengawasan Anggaran

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam
pel aksanaan pengawasan tersebut antaralain:

1. RendahnyaTransparans danAkuntabilitas
Pel aksanaan pengawasan pengel olaan ke-
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uangan daerah oleh DPRD Kabupaten Kampar
diantaranyaada ah lemahnyas stem pembukuan
atau akuntang, pengendalian, pengawasan, dan
ssteminformas keuangan daerah, yang meng-
akibatkan rendahnya unsur transparansi dan
akuntabilitas. Disadari jugabahwabe um adanya
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar
AnalisaBelanja(SAB) mengakibatkan sangat
sulitnyamenentukan besarnyajuml ah kebutuhary
total pengel uaran yang layak bagi daerah. Pene-
rapan prinsip-prinsip good governance, maka
kebutuhan terhadap peran pengawasan akan
semakin meningkat. Pengawasan itu belum
dilakukan secaraoptimal, yaitu belum dilak-
sanakan secara efektif dan efisien serta ber-
manfaat bagi masyarakat dalam merealisaskan
tujuan/program sscaraefektif, efisendanekonomis
Penulisdapat memberikan ulasan terhadap
pernyataan responden di atas bahwamemang
diakui pengalaman menunjukkan bahwa ba-
nyaknyagparat pengawasan justru menimbulkan
inefisend, karenatimbulnyapemeriksaanyang
bertubi-tubi dantumpangtindihdiantaraberbaga
gparat pengawasan intern pemerintah, sertaan-
taraaparat pengawasan intern pemerintah de-
ngan aparat pengawasan ekstern pemerintah
(BPK) dan pengawasan yang dilakjukan oleh
DPRD Kabupaten Kampar. Di sampingitu, dis-
nyalir jugabahwa pengawasan baru mencapai
fungsinyayang bersifat korektif dan belum men-
capa fungsinyayang bersifat preventif. Keber-
hasilan fungsi preventif pengawasan harus
diperankan dan dilaksanakan oleh suatu sistem
pengendalianinternyang memadai.

2. Kelemahan di Bidang Pelaporan, Pengen-

ddian, danAuditing
K elemahan-kd emhanatersebut dapeat dilihat
dari beberapads berikutini:

a. Tanggung jawab penggunaan keuangan dari
Pemerintah Pusat dalam hd ini olen Kemen-
terian Keuangan belum cukup tegas,

b. Belumtersediastandar akuntans bagi pea
poran keuangan pemerintah, sertabelumjelas
otoritas pembuat standar dimaksud;

c. Laporankeuangan hanyameliputi reaisas
anggaran dan penygjiannyasangat lambat;

d. Gagdnyafungd pengenddianinternd;

e. Tumpang tindih yang eksesif (berlebihan)
antaraaudit eksternd daninterna pemerintah;

f. Penekanan audit ataskebenaran formal dan
bukan kebenaran material

0. Kurangefektifnyalembagainterna audit.

K erangkaakuntabilitaspublik depet dibangun
atasdasar 4 komponen, yaitu sistem pelaporan
keuangan, sistem pengukuran kinerja, peng-
auditan sektor publik dan berfungsinyasaluran
akuntabilitaspublik yang ters stem dan terkoor-
dinas dengan baik sertamenciptakan check and
balance medui lembagayang berfungs sebagal
pel aksana (eksekutif), pengontrol (legidatif),
pemeriksa(auditor), dan penegak hukum (yudi-
katif). Diperlukan juga sistem pengawasan
keuangan negarayang mampumengetas korups,
baik formal (olehlembagayang secaraformal
ditugaskan untuk mengawas), maupuninformal
(oleh masyarakat/lembaga independen dan
mediamassa), yang dikaitkan dengan keterbu-
kaaninformas.

3. Beratnya Tantangan yang Dihadapi dalam
Pengawasan
Adabeberapatantangan yang berat yang
dapat menghambat pengelolaan keuangan
daerah olen DPRD Kabupaten Kampar antara
lan:

a. MashadanyaPraktek-praktek KKN. Ada
nyakecenderungan praktek-praktek KKN
menyebabkan kurang efektif dan bdumman-
tapnyaperan dan fungsi pengawasan yang
dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kampar.

b Tumpang tindih kelembagaan pengawasan.
Mad ng-masinglembagapengawasanterkesan
berjaan sendiri-sendiri sehinggabelum ter-
bentuk secaramantgp snergi, bak antaragparat
pengawasan internal dan eksternal, maupun
antar gparat pengawasaninterna sendiri.

c. Kurangnyaperhatian dari mangemeningans
untuk membangun system pengenddianyang
anda, sehinggamengurangi kuditaspeaksa-
naan pengawasan dan tindak lanjut hasil
pengawasan.

d. Tumpang tindih pengawasan audit internal,
sehinggamengaki batkan ketidekefisenandan
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ketidakefektivan, baik untuk instans penga:
wasan itu sendiri maupun instansi yang di-
awas . Tumpangtindih jugadiaami dengan
pengawasan eksternal pemerintah.

e. Akuntabilitaspublik yang belumjelasdan
trangparan, khususnyadadam ukurankinerjanya

f. Standar dan Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah yang bel um mengakomodas pertang-
gungjawaban keuanganyang berbasiskinerja

0. Mututemuan hasil pemeriksaan masih perlu
ditingkatkan, khususnyauntuk membantuma:
ngemen dalam pengambilan keputusan yang
efisendan efektif;

h. Tindak lanjut hasil pengawasan yang masih
rendah.

Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi
Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pengawasan
Anggaran

Beberapalangkah mendasar yang harus
dilakukan dalam pembenahan pengawasan ke-
uangan daerah Kabupaten Kampar ini agar
menjadi optimdl, yaitu:

1. Penguatan Kelembagaan DPRD dengan
Peningkatan SDM

Langkah pertamayang dilakukanolenDPRD
Kabupaten Kampar secarakelembagaan adaah
melakukan penilaian atasfondas organisas da-
lam rangkapengembangan sumber dayaanggota
DPRD daam memahami dan menterjemhakan
tugas pokok danfungs yang sangat kompleks
untuk dapat menghasilkan sosok anggotadewan
yang profesond, di antaranya:

a. Memantapkan wawasan, keterampilan, dan
performance Sumber DayaManusia(SDM)
anggota DPRD dibidang pengangaran dan
sitem akntans bagi anggotadewan yang ada
di BagianAnggaran (Banggar).

b. Setiap anggota DPRD Kabupaten Kampar
dibekai kemampuan dan keterampilantaktis
dan teknis bidang keuangan dan pengang-
garanyang memadal.

c. Evaluas terhadap pola pendekatan yang
selamaini diterapkan dalam pengelolaan
keuangan daerah untuk menilal kadar efek-
tifitasnya, sekaigusgunameminimalisir ke-
mungkinan terjadinyapenyimpangan.

d. Memantapkan pedoman, arah, dan kewena
ngan yang jelas dan sinergis dengan unsur
terkait, sehinggaterjain mekanismeoperaso-
nal dan kontrol yang efektif dalam mewujud-
kanstuas pengawasan yang kondusif.

e. Menjadinkerjasamadengan sduruhinstans
pemerintah yang berwenang melakukan pe-
ngawasan agar tercipta hubungan yang
sinergis, mengingat beberapakewenangan
pengawasan pengel olaan keuangan daerah
yang mdekat padaDPRD K abupaten Kampar
melekat pulaadaingtitud lain.

f. Menjalinkerjasamadengan seluruh unsur
masyarakat dalam upaya-upayapenyeleng-
garaan pengawasan keuangan daerah.

2. Membuat Strategi Bisnisdalam Pengelolaan
Keuangan Daerah

Samahanyadengan kebanyakan organisas
yang lain, lembaga DPRD Kabupaten Kampar
juga mempunyai unit-unit yang mempunyai
strategi dan tujuan masing-masing. Untuk dapat
dijalankan secaraefektif, makastrategi-strategi
dan tujuan tersebut harus digabungkan dan di-
hubungkan secarabersama-sama. Untuk meng-
gabungkan dan menghubungkan strategi-strategi
dan tujuan pegawasan pengel olaan keuangan
darah tersebut dapat dibangun dengan menghu-
bungkan strategi dan tujuan dari unit-unit dengan
menggunakan hubungan sebab akibat.

3. Menyusun Inisiatif yang Responsif dan

Menghindari KKN

Inisatif merupakan program-programyang

harusdilakukan untuk memenuhi salah satu atau
berbagai tujuan strategisdalam bidang penga-
wasan keuangan daerah. Sebelum menetapkan
inigatif, yang harusdild ukan ada ah menentukan
target. Target merupakan suatu tingkat kinerja
DPRD Kabupaten Kampar yang diinginkan.
Untuk setigp ukuran harusditetapkan target yang
ingin dicapai. Adapun tahapan yang digunakan
ddammenyusuninigatif anggotaDPRD dalam
bidang pengawasan pengelolaan keuangan
daerah adalah sebagai berikut:
a. Pembenahantugaspokok danfungs (Tupoks)

sduruhinditus pengawasan agar menghindari
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tumpang tindih dan bersfat snergis(tidak ego
sektoral), dapat bekerja secaraefisien dan
efektif, sertamemberikan nilal tambahyang
optimal dalam pencapaian misi dan tujuan
organisas (bukan sekedar watchdog untuk
menemukan penyimpangan) pada setiap
tingkatan proses mang emen.

b. Pembenahan standar-standar pengendalian
internal agar dapat berjaan secaraefektif dan
memudahkan pengawasan/pemeriksaan,
sartamencegehiterjadinyak KN sedini mungkin.

c. Fungs pengawasan yang dilakukan DPRD
Kabupaten Kampar bersama-samadengan
lingkungan internal pemerintah Kabupaten
Kampar diharapkan|ebihmampumdakukan
evauad yang diarahkan padaberbaga aspek
yang beriskotinggi (KKN) yang dapat meng-
ganggu pencapai an kinerjapemerintah Kabu-
paten Kampar secarakesel uruhan.

d. Pengawasaninterna pemerintah dihargpkan
jugadapat mendorong instansi pemerintah
meningkatkan kuditas pel aksanaan tugasdan
pencapaian kinerjayang tinggi, sertapemba:
ngunan daerah berjaan sebagamanamestinya;
termasuk keberhasilan pel aksanaan otonomi
daerah dan desentralisasi dalam mengem-
bangkan inisiatif dan kreativitas daerah dan
sumberdayanyademi mendorong pertum-
buhan ekonomi meningkatkan pelayanan
masyarakat dan pemberdayaan masyarakat,
yang bebas KK N dengan penganggaranyang
pro padakebutuhan rakyat.

SIMPULAN

Pel aksanaan pengawasan anggaran tahun
2009-2010 oleh DPRD Kabupaten Kampar
belumlah berjalan dengan efektif, karenahanya
bersifat politis dan bukan pengawasan teknis
administrasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa
hal sebagal berikut: Pertama, belum dirumus-
kannyabatasan tentang lingkup kerjadan prio-
ritas pengawasan; Kedua, tidak tercapainya
standar akuntabilitas yang baku dalam penga-
wasan yang dapat diterimaolehlembagayang

menjadi sasaran dan mitrapengawasan. Ketiga,
rumusan standar atau ukuran yang kurang jelas
untuk menentukan sebuah kebijakan publik
sehinggamenyimpang dari RKPD yang telah
ditetapkan; dan Keempat, kurang berjalannya
rekomendas sertatindak lanjut dari hasil penga:
wasan, baik itu padatingkat kebijakan, proyek,
atau kasus-kasustertentu. Semuaitu harusmes-
tinya dirumuskan dalam Tata Tertib DPRD,
sehingga alat kelengkapan dewan yang akan
melakukanfungs pengawasan punyasatu pema:
haman meskipun berasal dari fraks yang ber-
beda-beda.
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